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BAB VI
PENUTUP
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.  Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan  melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, dimulai dari Musrenbang Desa, musrenbang kecamatan, Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, musrenbang regional Sulawesi dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). 

RKPD Tahun 2016 diberlakukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal  31 Desember 2016, dimana langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga penjabarannya di dalam APBD 2015. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian program-program yang terumuskan di dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 ini yang sebagian besar merupakan hasil dari pengejawantahan aspirasi masyarakat se-Sulawesi Utara dijabarkan dalam  kegiatan-kegiatan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara, dalam rangka mencapai tujuan rencana kerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara akan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 

1.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta masyarakat termasuk dunia usaha akan melaksanakan program-program RKPD Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya; 

2.
RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu membuat Rencana Kerja dan anggaran SKPD Tahun 2016. 

3.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2016.
4.
RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016.
5.
Dalam membuat RKA-SKPD, setiap SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; 

6.
Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 

7.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.
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